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REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan kode etik aparatur sipil di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah 

diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan 

perkembangan terkini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4450); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322); 

9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Kedelapan 

atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11); 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 932) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 931); 

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 1714); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU 

APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan.  

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang 

selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan.  

5. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi 

norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan 
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perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan 

pergaulan hidup sehari-hari. 

6. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah 

lembaga non struktural di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang bertugas melakukan penegakan, 

pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaraan Kode 

Etik dan Kode Perilaku Pegawai. 

7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau 

perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode 

Etik Pegawai. 

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina 

Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau 

Pejabat lain yang ditunjuk. 

9. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan 

kepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadap 

ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

10. Pelapor adalah Seseorang karena hak atau  kewajiban 

berdasarkan peraturan perundang-undangan harus 

memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang 

telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode 

Etik.  

11. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan 

pelanggaran Kode Etik. 

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi setiap Pegawai ASN di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam 

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 
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